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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dalam
penanganan Organisasi Masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Organisasi
masyarakat (Ormas) di Kota Medan serta apa kendala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan,
pendaftaran, dan pembinaan dalam menangani Organisasi Masyarakat. Adapun
jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan mengambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek
penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan
Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan
Organisasi Kemasyarakatan (Kesbangpol) Kota Medan dalam penanganan
Organisasi Kemasyarakatan di kota Medan dengan melakukan fungsi Pendataan,
Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan dilaksanakan oleh Sub Bidang
Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pengawasan terhadap Ormas Khususnya
dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas Kota Medan.
Pengawasan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi hanya melingkupi Pengawasan
terhadap Pendaftaran Ormas yang mana pelaksanaannya diwujudkan melalui
evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran Ormas dengan cara monitoring
pendaftaran Ormas dan evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas.
Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Ormas di Kota Medan Seyogyanya
Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara
terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan
masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan
evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi”
adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pengawasan Ormas
pada umumnya harus sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun
2017.

Kata Kunci: Penanganan Organisasi dengan melakukan fungsi Pendataan,
Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Ormas Kota Medan
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ABSTRACT

This study aims to see the execution in the handling of Community Organizations
(Ormas) in Medan City and what is related to the National and Political Unity
Agency (Kesbangpol) of Medan City in carrying out supervision, registration, and
guidance in community organizations. The type of research that will be used in
this research is descriptive method with qualitative data analysis, namely
problem-solving procedures that are investigated by describing, describing the
surroundings with the current research object based on the facts that appear or as
they are and the data is obtained by interview, namely obtaining data with
Question and answer and face to face with the source. The results showed that the
role of the Field of Economic Resilience, Socioculture, and Community
Organization (Kesbangpol) of Medan City in the handling of Community
Organizations in the city of Medan by carrying out the functions of data
collection, guidance and supervision of Ormas and carried out by the Sub
Division of Community Organization. In particular, the supervision of Ormas is
carried out by the Verification and Administration Team of the Medan City
Ormas. Supervision by the Verification and Administration Team only covers
Supervision of Ormas Registration, which is realized through evaluation of Ormas
registration activities by monitoring Ormas registration and evaluating reports on
Ormas Development activities. Implementation of Ormas Oversight Mechanism
in Medan City. Supervision by the Government and/or Local Government should
be carried out in a planned and systematic manner, both before and after a public
complaint occurs. Supervision is carried out through monitoring and evaluation by
an integrated team. What is meant by “monitoring and evaluation” is early
detection, early warning and early prevention. Monitoring of Ormas in General
must have been carried out in accordance with Permendagri Number 56 of 2017.

Keywords : Organizational Handling by carrying out the functions of Data
Collection, Guidance and Supervision of Medan City Mass Organizations.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan visi kota yang sejahtera dan mandiri, perlu
dikembangkan tata pemerintahan yang baik melalui kelembagaan daerah yang
efektif dan efesien, lembaga profesional dan infrastruktur yang memadai untuk
mendukung berbagai pelayanan sektor publik guna mengembangkan tata
pemerintahan yang baik dalam suasana politik, hukum, dan ketertiban umum.
Arah pembangunan keamanan dan ketertiban difokuskan pada penciptaan
lingkungan yang aman dan tertib serta secara aktif merespon munculnya
kerawanan sosial, politik dan ekonomi serta bencana yang dapat menggangu
masyarakat.
(https://Bakesbangpol.sumutprov.go.id diakses pada tanggal 7 Februari 2021).

Peraturan Daerah Perkotaan Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Organisasi perangkat Daerah Perkotaan menjadi dasar pendirian kantor Kesbang
dan Linmas Perkotaan. Terbentuknya Kantor Kesbang dan Linmas Kota dalam
perkembangan Sejarahnya yang masih bergabung dengan Sat Pol PP kala itu,
kemudian pada tahun 2005 Sat Pol PP membentuk Kantor Sendiri dan Kantor
Kesbang dan Linmas berdiri sendiri dengan tambahan seksi kesiapan dan
penanggulangan bahaya kebakaran. Setelah diundangkannya “Peraturan
Organisasi Perangkat Daerah Kota” pada tahun 2008, “Peraturan Organisasi
Perangkat Daerah Kota” menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan
perlindungan Masyarakat adalah lembaga pelaksana pemerintah kota di bidang

persatuan etnis dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2014, Perda No. 12
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tentang Pembentukan Kelembagaan Kawasan Perkotaan meningkatkan status
kantor Kesbanglinmas menjadi biro Kesatuan Bangsa dan Politik Perkotaan.
(https://Bakesbangpol.sumutprov.go.id diakses pada tanggal 7 Februari 2021)

Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pemerintah di bidang persatuan bangsa dan Politik dalam negeri
yang dipimpin oleh Kepala ba dan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mempunyai tugas membantu Gubernur. Melaksanakan urusan pemerintah
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebagaimana yang telah di
amanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
(Kesbhangpol.babelprov.go.id)

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak-hak yang
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Fanggi, 2018) kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh Pasal 28 UUD
1945, yang mengatur bahwa warga negara harus berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat. Hak warga negara ini telah melewati status hukum
tertinggi, UUD 1945, sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan organisasi
kemasyarakatan.

Keberadaan dan pembentukan organisasi apapun dalam kehidupan
manusia tidak lebih dari alasan bahwa manusia tidak lebih dari alasan bahwa
manusia terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
kehidupan. (Ngusmanto, 2017) pembentukan organisasi adalah sebuah
perwujudan bagi masyarakat yang mana sebagai mahluk sosial yang selalu

berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia memiliki kekurangan dalam
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rantai kehidupan oleh karena itu manusia perlu membentuk suatu kelompok
masyarakat yang di sebut sebagai organisasi yanag memiliki struktur untuk
membentuk dan melengkapi segala kekurangan yang di miliki manusia.

Sejak reformasi dan keterbukaan, demokrasi telah menjadi ideologi wajib
bagi seluruh komponen negara. Perubahan yang dibawa oleh era reformasi telah
membuat kekuasaan pemerintah tidak lagi menjadi ranah. Masyarakat berhak
mengambil keputusan strategis dan menyampaikan keinginan yang menjadi
kebutuhannya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
menyampaikan gagasan dan tuntutannya. Memiliki kehidupan politik yang lebih
demokratis.

Manusia sebagai makhluk zoonpoliticon cenderung hidup dalam
masyarakat atau berkumpul bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena
itu, manusia cenderung hidup berkelompok sebagai bagian dari masyarakat. Hal
ini juga tercemin dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Indonesia berdiri
dengan berbagai suku dan budaya, serta berbagai ide dan posisi. Dalam proses
perkembangannya, Indonesia memiliki berbagai kelompok masyarakat yang ada
dalam bentuk organisasi, baik formal, informal, terdaftar maupun tidak terdaftar.

Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dilakukan dalam rangka
perjuangan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka.
Meningkatkan kesadaran untuk berkumpul dan bersatu dalam ikatan yang disebut
organisasi. Tentu saja kesadaran semacam ini memiliki sudut pandang dan tujuan
yang sama, yaitu kemandirian. (Wiwikafifah, 2018) Kemudian terbentuklah
beberapa organisasi yang semuanya berlatar belakang agama, kedaerahan dan

nasionalis. Keberadaan organisasi-organisasi ini membantu memerangi penjajahan
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demi kemerdekaan negara ini. Beberapa organisasi ada dalam proses
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah fakta, karena organisasi-
organisasi perjuangan di Indonesia adalah fakta, karena organisasi-organisasi ini
secara langsung dapat membangun kesadaran rakyat Indonesia saat itu, sehingga
mendorong kemerdekaan Indonesia. (Winayanti, 2011)

Hak berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus
dijamin oleh negara. Sebagai negara hukum berdasarkan demokrasi, Indonesia
berkewajiban menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat melalui Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebebasan berkumpul
itu diatur dalam undang-undang. Adalah kewajiban negara untuk menjamin
kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, karena pembangunan
negara memerlukan upaya dan perlakuan dari semua sektor masyarakat. Selain
itu, sebagai bagian dari misi nasional, memantapkan pemahaman kehidupan
berbangsa yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan
merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan, pendapat, kontroversi,
persatuan dan kerukunan dalam pendirian negara, serta menjadi pilar
pembangunan nasional.

Jika para anggota organisasi mau mematuhi aturan main yang telah
ditetapkan dalam organisasi, dapat bekerja sama untuk menjalankan tugas sesuai
dengan fungsi dan jabatannya masing-masing, serta disertai dengan kesadaran
yang tumbuh, impian tersebut dapat terwujud. Rasa memiliki dan tanggung jawab
kepada setiap anggota organisasi. (Ngusmanto, 2017) Jika setiap anggota

organisasi percaya bahwa organisasi dapat digunakan sebagai sarana atau alat
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untuk meningkatkan kehidupan, kesuksesan dan kebutuhan mereka, maka semua
persyaratan tersebut akan terpenuhi.

Sebuah organisasi memiliki batas-batas yang relatif dapat dikenali.
Batasan akan berubah seiring waktu dan tidak selalu jelas, namun harus ada
batasan yang nyata agar Kita bisa membedakan antara anggota dan bukan anggota.
Batas sering dicapai melalui kesepakatan eksplisit atau implisit antara anggota dan
organisasi mereka. (P. Robbins, 1994) Dalam sebagian besar hubungan kerja, ada
kesepakatan implisit untuk menukar pekerjaan dengan upah. Dalam organisasi
sosial atau sukarela, anggota memberikan kontribusi dengan imbalan prestise,
interaksi sosial, atau kepuasan membantu orang lain. Namun setiap organisasi
memiliki batasan, membedakan siapa yang menjadi bagian dari organisasi dan
siapa yang bukan.

Orang-orang dalam organisasi memiliki keterikatan yang konstan. Tentu
saja, rasa keterikatan ini tidak berarti keanggotaan seumur hidup. Di sisi lain,
organisasi menghadapi masalah anggota yang terus berubah, meskipun ketika
mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi akan berpartisipasi di
dalamnya secara relatif teratur. Akhirnya, organisasi ada untuk mencapai tujuan
tertentu. “Sesuatu” ini adalah tujuan, yang biasanya tidak dapat dicapai oleh
individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, dapat dicapai secara efektif
melalui upaya kolektif. Tidak semua anggota sepenuhnya mendukung tujuan
organisasi, tetapi definisi kami menunjukkan bahwa ada konsesnsus umum
tentang misi organisasi. (P. Robbins, 1994)

Ditafsirkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan “Organisasi
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Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, tujuan-
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpatisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”. “(UU Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 1 Ayat 1) didasarkan pada pasal
“Organisasi sebagai suatu kesatuan adalah sekelompok orang yang ikut serta
secara bersama-sama melalui hubungan dinas untuk mencapai tujuannya”.

Era reformasi 1997/1998 dianggap sebagai era kebebasan, dimana publik
menuntut transparansi di segala bidang, (Kesbangpol, 2019) dan perbaikan
pemerinatahan. Namun, semangat reformis yang muncul belum mencapai cita-cita
reformis esensial, sehingga memunculkan anomali reformasi itu sendiri, yang
berujung pada munculnya berbagai masalah sosial, dan justru mengancam
eksistensi negara kesatuan di Indonesia, Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi
agama telah memberikan dampak positif, yaitu: pertama, mendorong kehidupan
politik yang terbuka, dinamis dan demokratis; kedua tingginya minat dan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Parpol, Ormas, dan LSM).
Walaupun disertai dengan dampak negative yang sama secara berlebihan, yaitu
menurunnya semangat kebangsaan, kebebasan yang berlebihan, mengutamakan
kepentingan individu/kelompok, keutuhan bangsa terancam, bangsa Indonesia
terjerumus dalam konflik sosial (vertikal/horizontal), demontrasi anarkis,
penistaan agama kritik, tuntutan kemerdekaan dan separatisme, serta terjadinya
konflik sosial akibat berkembangannya ketidakadilan dan ketimpangan

(Disparity). Konsekuensi dari reformasi juga menjamunya Ormas/LSM yang
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berharap dapat memantau semua kegiatan pemerintah. Namun sayangnya,
beberapa Ormas/LSM tidak memiliki kontrol yang jelas dan kualitas SDM yang
kurang, yang akhirnya berdampak negative dan tidak sesuai dengan cita-cita
reformasi.

Oleh karena itu, atas dasar ini, gerakan reformasi harus mampu
menciptakan masyarakat yang demokratis berdasarkan budaya taat hukum. Hal
inilah yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan reformasi dibidang politik dan sosial
khususnya di Kota Medan. Untuk mengetahui peran departemen Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian di bidang Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik (KESBANGPOL) Kota Medan dalam menangani Organisasi Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pokok-pokok bahasan yang akan dibahas
dalam penelitian ini. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Peran Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL) Kota Medan dalam menangani Organisasi Masyarakat.

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam

menangani Organisasi Masyarakat.
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1.3 Tujuan Penelitian
Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan
guna mencapai tujuan :

a. Untuk mengetahui Peran Bidang Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badang Kesatuan Bangsa dan
Politik (KESBANGPOL) Kota Medan.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tersebut dan untuk
memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarajana S-1 pada jurusan

IImu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.4  Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
terkait untuk digunakan sebagai bahan acuan pembelajaran.
2. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hambatan-hambatan

yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.
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BAB Il
LANDASAN TEORI
1.1 Evaluasi

Evaluasi adalah proses pemberian informasi tentang derajat suatu kegiatan,
perbedaan pencapaian dan standard tertentu, untuk mengetahui apakah ada
perbedaan antara keduanya, dan bagaimana menindaklanjuti berdasarkan
perbedaan tersebut menurut (Husein, 2005 Hal 43). Jadi, untuk melakukan
penilaian, diperlukan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti yang tercantum
dalam rencana kerja, bagaimana ini terlihat jelas. Rencana kinerja akan
dilaksanakan dan dievaluasi secara bergantian.

Sebagaimana dijelaskan pada Evaluasi Husein, evaluasi adalah hasil
kinerja dan kualitas tertentu dari suatu rencana atau proyek yang dilaksanakan
oleh banyak pemangku kepentingan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui
tanggapan, hasil, dan dampak dari rencana atau proyek pelaksanaan. Penilaian
terhadap kinerja sebuah program atau proyek ini hendaknya dilakukan secara
partisipatif oleh kelompok yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau
proyek tersebut.

Evaluasi kinerja suatu rencana atau proyek memerlukan prinsip, standar,
dan indikator yang jelas. Respon kinerja, hasil dan dampak harus diungkapkan
secara rinci dan terukur menurut (Afri, 2008 Hal 112-116). Evaluasi dilakukan
dengan membandingkan waktu, yaitu sebelum pelaksanaan rencana dan sesudah
pelaksanaan rencana dan sesudah pelaksanaan rencana atau proyek. Jika metode,
alat, dan konsep evaluasi dilaksanakan oleh perencana atau pelaksana proyek,

kegiatan evaluasi terkadang menjadi hal yang lumrah dalam pelaksanaan rencana
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atau proyek tersebut. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok sasaran
secara partisipasif akan menjadi proses pembelajaran bersama oleh semua pihak.
Untuk menjadikan proses ini sebagai semacam pembelajaran bersama, perlu
dirancang dengan cermat konsep, metode, dan alat evaluasi yang akan digunakan
agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam rencana
atau proyek yang dilaksanakan.

Banyak aspek yang tidak puas ketika mengevaluasi kinerja suatu rencana
atau proyek. Ketidakpuasan ini mungkin karena kurangnya kesempatan bagi
semua pihak untuk berbagi ide, minat, pengalaman dan pengetahuan di forum.
Alasan lain karena semua pihak khawatir tentang kemungkinan konflik di forum,
yang membuat beberapa pihak merasa takut. Ketika penilaian Kkinerja dilakukan
secara kelompok, manfaat yang dapat diperoleh semua pihak adalah dapat saling
berbagi ide, minat, pengalaman kerja dan proses pembelajaran yang dilakukan
oleh semua pihak dalam kelompok ini untuk memeberikan penilain yang jujur dan
mudah. Evaluasi melalui manfaat yang dapat diperoleh semua pihak, kelompok
sasaran dari rencana atau proyek yang dilaksanakan adalah multi-stakeholder.

Evaluasi kinerja yang efektif adalah proses yang berkesinabungan, yang
dapat dikatakan melibatkan dua pertanyaan: “apakah pekerjaan dilakukan secara
efektif?” dan “Apakah keterampilan dan kemampuan karyawan dimanfaatkan
sepenuhnya?” Menurut Opini (Ivancevich, 2006 Hal 47). Pertanyaan pertama
cenderung berorientasi pertimbangan, sementara yang kedua lebih berorientasi
pengembangan. Secara umum, evaluasi harus fokus pada menerjemahkan
tanggung jawab pekerjaan ke dalam aktivitas sehari-hari karyawan. Tanggung

jawab pekerjaan ditentukan berdasarkan analisis pekerjaan yang menyeluruh, dan
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prosedurnya akan dibahas secara rinci. Evaluasi kinerja harus fokus pada kinerja
pekerjaan, bukan pada individu. Jika pekerjaan seorang insinyur perangkat lunak
dilakukan melalui komunikasi elektronik dan dia mengirimkan pekerjaan yang
telah selesai kepada seorang yang dia tidak kenal malalui email, apa fakta bahwa

dia tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan baik .

2.2 Peran

Menurut pengertian peran (Soekanto, 2002 Hal 243), peran adalah aspek
dinamis dari status, jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai
dengan hak dan kewajibannya, maka ia memenuhi peran. Dalam suatu organisasi,
setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugas,
kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh setiap organisasi atau
lembaga.

Kemudian menurut (Riyadi, 2002: 138) peran dapat diartikan sebagai arah
dan konsep peran partai politik dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, aktor, baik
individu maupun organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan orang atau
lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai pesyaratan struktural (norma,
harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Ada serangkaian tekanan dan
kemudahan untuk terhubung dengan mentor dan mendukung fungsi
organisasinya. .

Pada hakikatnya peran juga dapat dinyatakan sebagai rangkaian perilaku
tertentu yang disebabkan oleh kedudukan tertentu. Kepribadian seseorang juga
mempengaruhi bagaimana peran itu dipenuhi. Peran yang dimainkan oleh

pemimpin atas, menengah dan bawah akan memiliki efek yang sama.
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(Sutarto, 2009: 138-139) Peran yang diusulkan terdiri dari tiga komponen,
yaitu:

a. Konsep peran, yaitu keyakinan seseorang terhadap apa yang harus
dilakukan dalam situasi tertentu.

b. Ekspektasi peran, yaitu ekspetasi orang lain tentang bagaimana orang
dalam posisi tertentu harus bertindak.

c. Realisasi peran, yaitu perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu. Jika
ketiga komponen ini diselaraskan, maka interaksi sosial akan lestari dan

lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari sesesorang di dalam dan di
antara hubungan sosial tertentu.

b. Peran merupakan pengaruh yang berkaitan dengan status sosial tertentu.

c. Peran ini terjadi ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai
dengan identitasnya.

d. Ketika ada tindakan dan peluang, peran akan muncul.

2.3 Pemerintahan Good Governance

Dalam ilmu pemerintahan umum, kata “pemerintahan” mengingatkan kita
pada aktivis manusia. “Pemerintah” atau yang memerintah itu dapat seseorang,
sekelompok orang, badan, atau bentuk lain semacam itu. Dalam pemikiran tentang
pemerintahan manusia, ada juga konsep pemerintahan teokratis atau supernatural,
dan konsep pemerintahan atau kontrol melalui sistem teknis seperti “kontrol
otomatis”. Objek yang diperintahakan atau dikendalikan selalu merupakan

pengaturan urusan, serangkaian tindakan, peristiwa, dan kekuatan, singkatnya,
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“proses”. Pemerintahan adalah sebuah proses pemerintahan. Proses tersebut dapat
berupa proses alam, proses masyarakat, proses ekonomi, proses teknis, proses
politik, proses hukum, proses manajemen, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah
sendiri juga dilakukan secara terproses sebagai rangkaian kegiatan pemerintah
yang saling terkait. Jadi, dapat dikatakan bahwa “memerintah” merupakan proses
pengendalian, proses pemerintahan atau proses pemerintah. (Muhadam Labolo,
2015)

Pemerintahan dalam arti sempit,pemerintan mengacu pada semua
kegiatan, fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban suatu organisasi untuk mencapai
tujuan nasional. Struktur dan organisasi barbagai fungsi dilakukan atas dasar
tertentu untuk mancapai tujuan nasional. Dalam proses pelaksanaan otonomi luas,
lebih banyak urusan pemerintahan yang beralih ke pemerintah daerah daripada
yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang luas dapat dipisahkan
dari asas bahwa semua urusan pemerintahan kecuali urusan pusat pada dasarnya
adalah urusan keluarga daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Politik luar negeri;

2. Pertahanan;

3. Keamanan;

4. Yustisi;

5. Moneneter dan Fisikal nasional;

6. Agama; (Rosidin, 2018:345)

Menurut pembagian kekuasaan yang diatur dalam UU Pemerinatahan

Daerah Nomor 23 Tahun 2014, peraturan-peraturan tersebut di atas tidak dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

. S . Document Acceltad 20/12/21
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21



Syafriansyah - Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan

dikelola oleh daerah, dan daerah hanya digunakan sebagai bentuk pengelolaan
daerah untuk melaksanakan ketentuan otonomi.

Hubungan antara pemerintahan dengan mesyarakat bersifat dinamis,
bergerak dari kutub yang sangat kuat ke kutub yang sangat lemah. Awalnya,
fungsi utama yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari warga negara
adalah untuk melayani orang-orang yang memberdayakan mereka.

Kemudian berubah setelah memahami demokrasi di awal abad ke-20.
Masyarakat yang semula menjadi objek kekuasaan sewenang-wenang, muncul
belakangan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Pemerintahan demokratis
dikelola oleh rakyat, dan rakyat melayani rakyat.

Biasanya dengan perubahan paradigma ini akan muncul gerakan baru yang
disebut dengan “‘gerakan masyarakat sipil”. Inti dari gerakan ini adalah membuat
orang lebih mampu dan menyadari sebagian besar kepentingan mereka sendiri.
Hasil logis dan perkembangan masyarakat sipil adalah kontruksi birokrasi yang
lebih ramping, karena sebagian pekerjaan pemerintah dapat dilakukan oleh
masyarakat sendiri, atau melalui model kemitraan dalam privatisasi. Oleh karena
itu, saves mengatakan bahwa privasi mengarah pada tata kelola yang lebih baik,
dan oleh karena itu, ketergantungan mereka pada birokrasi pemerintah menjadi
semakin terbatas, dalam arti tercipta ketidak tergantungan relative (independency
relative) masyarakat terhadap pemerintah. (Rosidin, 2018:345)

Istilah governance tidak sama dengan government. Ganie Rochman
mengemukakan bahwa konsep ‘“government” mengacu pada organisasi
manajemen berdasarkan otoritas tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep

“government” tidak hanya melibatkan pemerintan dan negara, tetapi juga
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melibatkan peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-
pihak yang terlibat juga sangat luas.

Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “konsep governance
dalam masyarakat lebih inklusif daripada government. Konsep government
menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi
(Negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak sekedar
pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

Menurut world bank, istilah governance didefinisikan sebagai the way
state power is used in managing economic and social resources for depelofment
socity. Pemahaman ini menunjukkan bahwa governance adalah cara negara
mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk memajukan pembangunan
masyarakat, dan cara ini lebih menitikberatkan pada masalah teknis.

Setelah pendapat world Bank itu, UNDP mengusulkan defenisi
governance sebagai the exrcise of political, economic and administrative authority
to magane anation’s affair at all leves. lstilah governance mengacu pada
penggunaan atau pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk
mengelola masalah di semua tingkatan negara. Penekanannya di sini adalah
otoritas, kekuasaan hukum, atau kekuasaan dengan legitimasi.

Menurut UNDP, Governance atau tata pemerintah mencakup tiga bidang,
yaitu :

1. Negara atau pemerintahan (state)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector)

3. Masyarakat (Society)
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Governance di ketiga bidang tersebut tidak hanya sekedar jalan, tetapi juga
harus memiliki kategori yang baik (good), perpaduan antara good dan governance
menimbulkan kosa kata baru, yaitu good governance. (Wasisto, 2007:56)

Berdasarkan dengan good governance, UNDP mengusulakan Sembilan
karakteristik sebagai berikut :

1. Partisipasi (participation)

2. Penegakan hukum ( rule of law)

3. Transparansi (transparacy)

4. Daya tanggap (responsiveness)

5. Berorientasi pada Konsensus (consensus orientation)
6. Keadilan (equity)

7. Efektif dan Efisiensi (effectiveness and efficiency)

8. Akuntabilitas (accountability)

9. Visi strategis (strategic Vision) (Mardiasmo, 2004:24)

2.4 Negara Hukum

Negara identik dengan yang namanya hukum, dimana ada hukum dan
ketertiban disitu ada negara, begitu juga sebaliknya dimana ada negara disitu ada
hukum dan hukum menjadi acuan bagi negara. Negara pada prinsipnya adalah
suatu Zwangs-Ordnung, suatu tatanan hukum bersifat wajib menurut pendapat
(Soehino, 1985:84). Dalam kesusasteraan, istilah rule of law merupakan
terjemahan langusng dari rechsstaat yang popular di Eropa sejak abad kesembilan
belas, meskipun gagasan ini sudah sejak lama. (Huda, 2001:73)

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa tidak ada

suatu negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau UUD. Negara dan
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konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat, dengan perubahan zaman,
konsep negara mulai tampak jelas pada abad ke-19. Julius Stat mengemukakan
bahwa unsur-unsur dari negara hukum (rechtsstaat) adalah :

a. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan

c. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. (Ridwan, 2003:3)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum mengacu pada suatu negara
yang di dalam wilayahnya :

a. Semua perlengkapan negara, terutama perlengkapan yang digunakan oleh
pemerintah dalam tindakan yang ditujukan kepada warga negara dan
hubungan timbal baliknya, tidak boleh sembarangan, tetapi harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan social harus tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari
asas legalitas adalah mewajibkan semua badan/pejabat admistrasi untuk bertindak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa dasar hukum,dan
badan/pejabat admistrasi negara tidak boleh mengambil tindakan yang dapat

mengubah atau mempengaruhi situasi hukum.

2.5 Penelitian Terdahulu
Ada beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan dan

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dari
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penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang ada kaitannya seperti

judul penelitian penulis. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan

peneliti terdahulu.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

bentrokan untuk
saling bernegosiasi
yaitu  menemukan
jalan keluar.

No. | Nama Peneliti dan Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
judul penelitian

1. Prandy Arthayoga | Pengawasan Menganalisis Dari  Penelitian
Louk Fanggi | terhadap ormas | Permasalahan terdahulu
(2018)  Tinjauan | khususnya yang sama Yyaitu | Pengawasan
yuridis Pengawasan Ormas | tentang Organisasi
pengawasan Keagamaan di Kota | Pengawasan Masyarakat  di
pemerintah Makassar Pemerintah bidang
terhadap dilaksanakan  oleh | terhadap Keagamaan
pelaksanaan fungsi | Tim Verifikasi dan | pelaksanaan Sedangkan
organisasi Administrasi Ormas | fungsi Penelitian
kemasyarakatan Kota Makassar. | Organisasi Penulis di

Pelaksanaannya Kemasyarakatan | bidang
diwujudkan melalui Organisasi
evaluasi  terhadap Kemasyarakatan
kegiatan pendaftaran kesbangpol
Ormas dengan cara menangani
monitoring Organisasi
pendaftaran Ormas masyarakat
Keagamaan dan

evaluasi laporan

kegiatan

Perkembangan

Ormas Keagamaan.

2. Nur Hidayat | Aparat penegak | Menganalisis dari  penelitian
(2019) Organisasi | hukum dalam kasus | peran serta | skripsi terdahulu
masyarakat  dan | bentrokan massa | Organisasi meiliki studi
Ketertiban Umum | berupaya Masyarakat kasus suatu
(studi tentang | menyelesaikan (Ormas) dalam | contoh  Ormas
ketertiban pemuda | konflik antar Ormas | hak dan | sedangkan
pancasila  dalam | tersebut dengan | kewajiban Penelitian
bentrokan massa | mengutamakan dalam suatu | Penulis  tidak
di DKI Jakarta, | persuasif, dengan | aturan memiliki  studi
Jawa barat dan | cara memediasiakan | Organisasi kasus slah satu
Banten Tahun | dan menjadi | masyarakat Ormas  hanya
2013-2018) mediator antara khusus

Ormas yang terlibat pelayanan

terhadap Ormas
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2.6 Kerangka Pemikiran

Peran Masyarakat sipil dalam pembangunan nasional sangat penting.
Peran masyarakat sipil di Indonesia dalam proses pembangunan, baik dalam
pembangunan material maupun sumber daya manusia, telah terbukti dalam
sejarah perjuangan bangsa. (Jeirry Sumampow, 2011) bahkan dapat dikatakan
bahwa tanpa organisasi masyarakat (Ormas), sulit bagi Indonesia saat itu untuk
mencapai kemerdekaan. Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911),
Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), organisasi-organisasi pemuda
kedaerahan (Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dIl./1918), Organisasi
pendidikan, dll, dalam perjuangan pencerdasan anak bangsa menuju Proklamasi
Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.

Namun sejarah negara kita juga mencatat pasang surut peran ormas, serta
dinamika sosial politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Masa
keemasan ormas pemberdayaan dan mencerdasakan umat pada masa lalu adalah
organisasi mahasiswa mandiri yang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an.
Dengan menguatnya pemerintahan orde baru, peran organisasi masyarakat sipil
mengalami kemunduran, pemerintahan orde baru cenderung menekan perbedaan
ide dan konsep serta sikap kritisnya terhadap kebijakan pembangunan. Munculnya
Undang-Undang kontrol dan diam Nomor 8 tentang Ormas pada tahun 1985
memperkuat suara Kritis organisasi masyarakat sipil dan hilangnya aktivis
organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru saat itu.
1985 dirancang untuk meredam Kritik terhadap oposisi Ormas terhadap kebijakan

pemerintahan Orde Baru yang semakin jauh dari kepentingan rakyat.
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Munculnya Ormas di era reformasi setidaknya disebabkan oleh tiga hal,
yaitu: (1) Memberikan ruang yang lebih terbuka untuk mewujudkan peran
Organisasi sipil dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai mitra kunci
(kontrol) t kebijakan pemerintah. (2) Terjadi pergeseran paradigma persepsi
terhadap Ormas, Khususnya di kalangan pemerintahan. Di masa lalu, Organisasi
masyarakat sipil dianggap sebagai “ancaman” atau “penentang.” Sejak Reformasi
dan keterbukaan, organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai mitra penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (3) Bangsa Indonesia memiliki jiwa

amal yang tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan negara.
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Pelayanan dan
Pendaftaran

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Konflik Ormas di
daerah/masyarakat

Peran serta Ormas di
dalam masyarakat

Peran Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya
dan Organisasi
Kemasyarakatan
Kesbangpol Kota Medan

Sub Bidang Organisasi
Kemasyarakatan

Pengawasan
Organisasi
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Organisasi
Kemasyarakatan
Kesbangpol Kota
Medan dalam
menangani  Organisasi
masyarakat.

. Faktor pendukung dan
penghambat dalam
menangani  organisasi
masyarakat.
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Munurut Suhyantoro (2006: 75) penelitian deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan secara akurat cirri-ciri, kondisi, gejala dan sebagainnya dari
individu sebagai objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk
memecahkan masalah. Implementasinya tidak terbatas pada pengumpulan data,
teteapi juga mencakup analisis dan interpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini
mencoba menarik kesimpulan deduktif melalui interpretasi, analisis, Klarifikasi,
dan perbandingan.

Metode deskriptif kualitatif hanya menggambarkan satu situasi atau peristiwa.
Metode penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguiji
hipotesis atau membuat prediksi, dan hanya menganalisis keasliannya berdasarkan
data yang diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, melukiskan
keadaan terkini di sekitar objek penelitian berdasarkan munculnya atau fakta-fakta
yang dan data diperoleh untuk menyelidiki prosedur pemecahan masalah melaui
wawancara Yaitu mendapatkan data dengan Tanya jawab dan berhadapan
langsung dengan narasumber. Adapaun narasumbernya sesuai dengan penelitian
yaitu Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam

menangani Organisasi Masyarakat.
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3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah

penelitian, lokasi merupakan objek yang akan diamati. Dalam penelitian ini

penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian adalah di Kantor Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan di JI. Balai Kota No.4

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penelitian

No

Uraian Kegiatan

Januari 2021

Maret 2021

April 2021

Juni 2021 Juli 2021

T

2

3

4

2

3

4

2 3(4f(1]2]3]|4

Seminar Proposal

Data Penelitian

Penyusunan Skripsi

Seminar Hasil

Bimbingan Skripsi

Perbaikan Skripsi

Sidang Meja Hijau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penulis melakukan penelitian.

Menurut Baskowi (2012:13) Observasi adalah teknik yang dilakukan melalui

observasi penelitian dan pencatatan yang sistematis. Menurut Supriadi (2011:98)

Observasi adalah suatu cara pengumpulkan data penelitian yang bersifat

naturalistik yang terjadi di lingkungan alam, dan pelakunya secara alami ikut serta

dalam interaksi tersebut. Observasi ini bertujuan untuk memahami Peran Bidang
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Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam menangani

Organisasi Masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan wawasan
tentang hasil penelitian. Koenjaraningrat (2016:8) mengatakan bahwa wawancara
adalah metode yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu, berusaha memperoleh
informasi dan secara lisan membentuk orang yang diwancarai untuk komunikasi
tatap muka.

Di antara metode penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode
pengumpulan data yang utama. Sugiyono (2015: 317) wawancara adalah
pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab
untuk membangun makna dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian
ini dilakukan kepada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan.

c. Dokumentasi

Membuat catatan agar penelitian disertai dengan bukti-bukti dari hasil
penelitian, seperti wawancara. Guba dan Lincoln (2005:176) menjelaskan
terminologi dokumen yang berbeda dari catatan. Definisi catatan adalah setiap

peryataan tertulis yang disiapkan oleh individu atau organisasi untuk menguji
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peristiwa atau menyajikan tujuan akuntasi. Selain dokumen, ada bahan tertulis

lainnya dalam catatan yang tidak disiapkan atas permintaan penyidik.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan mengorganisasikan pengamatan,
wawancara, dan catatan lain secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman
peneliti tentang kasus yang diteliti, yang menyajikan hasil penelitian sebgai
temuan orang lain. Noeng Muhadjir (1998: 104). Analisis data kualitatif berarti
mengekstrasi makna dari serangkaian data mentah dan menafsirkan data peneliti
sebagai penjelasan berbasis ilmiah.

Dalam analisis kualitatif ini, datanya berupa kata-kata tidak, bukan angka.
Data tersebut hanya ada dalam bentuk observasi, wawancara, file atau rekaman,
atau data yang dimaksud adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti
lapangan dalam bentuk catatat tertulis, atau hanya sebagai memori atau non-
rekaman dari peristiwa yang penulis pelajari. Dan menganalisis, kemudian
mengumpulkan dan memilih data mana yang lebih untuk dipelajari terlebih
dahulu. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis
data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif,
yang melibatkan peristiwa dan fakta nyata, kemudia disusun menjadi umum, yaitu
dengan menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari Bidang Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

mengenai Evaluasi Peran Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan

Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Kota Medan dalam Menangani Organisasi Masyarakat,

terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi
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© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kota Medan dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan di kota
Medan  dengan melakukan fungsi Pendataan, Pembinaan dan
pengawasan terhadap Ormas dan dilaksanakan oleh Sub Bidang
Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pengawasan terhadap Ormas
Khususnya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas
Kota Medan. Pengawasan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi hanya
melingkupi Pengawasan terhadap Pendaftaran Ormas yang mana
pelaksanaannya diwujudkan melalui evaluasi terhadap kegiatan
pendaftaran Ormas dengan cara monitoring pendaftaran Ormas dan
evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas. Pelaksanaan
Mekanisme Pengawasan Ormas di Kota Medan Seyogyanya
Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan
secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi
pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui

monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan
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“monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan

pencegahan dini. Pengawasan Ormas pada umumnya harus sudah

dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. Dimana

pengawasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kota (Lihat Tabel 5)

Melibatkan unsure Pejabat Struktural setingkat Eselon 1V yang

membidangi Ormas di Komando Distrik Militer, unsur Pejabat

Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando

Distrik Militer, unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon 1V yang

membidangi Ormas di Kepolisian Resor, unsur Pejabat Struktural

setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan , Pejabat

Struktural setingkat Eselon 1V yang membidangi Ormas di provinsi

dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan, yang mana

dengan dijalankannya Pengawasan oleh Tim Terpadu diharapkan

mampu meminimalisir fenomena Ormas yang tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan serta dapat tercapainya tujuan dari

pengawasan itu sendiri yakni : aktivitas Ormas dapat berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta

ketentuan perundang-undangan, dapat meningkatkan Kinerja dan

akuntabilitas Ormas dan menjamin terlaksanakan fungsi dan tujuan

Ormas yang mana fungsi dari Ormas itu sendiri adalah Fungsi sebagai

wadah Kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat

dan fungsi Partisipasi dalam Pembangunan.
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5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Medan harus sesegera mungkin melaksanakan
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amanat Permendagri Nomor 56 mengenai pendaftaran Ormas,
Pengawasan Ormas dan melakukan penyesuaian aturan hukum
terhadap pendaftaran Ormas di Kota Medan dengan Permendagri
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

Implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda
lagi. Untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka
implementasi UU Ormas harus sudah tersedia. Hal-hal substansial
yang perlu diatur dalam pengawasan ormas adalah aturan-aturan yang
rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun
bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap
Ormas.

Pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi
masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan menganggu
keamanan dan ketertiban umum. Salah satu aturan operasional yang
diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas.
Adapun Substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas
perlu mengatur berbagai aspek pengawasan ormas secara lebih
operasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 hingga 56 UU
Ormas. Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah: a)
tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi

dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal,
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yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal
maupun eksternal.

4. Badan Kesbangpol Kota Medan belum memiliki website sebagai
media penyebaran informasi. Untuk itu diharapkan Badan Kesbangpol
Kota Medan segera membuat program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur kegiatan berupa program Operasional Website.
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Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran
Organisasi Masyarakat dan Sistem Pengelolaan Informasi Organisasi
Kemasyarakatan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
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LAMPIRAN
Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Foto Bersama Bapak Ka. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan (Arbani Harahap, S.Sos)
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Gambar 2. Foto Bersama Bapak Ka. Sub Bidang Kemasyarakatan (Drs.

Riduan Efendi Siregar)
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Lampiran 2

Pedoman Wawancara
Ka. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi
Kemasyarakatan (Arbani Harahap, S.Sos )
1. Perihal Maraknya Ormas yang tidak menjalankan fungsi

sebagaimana mestinya serta pentingnya fungsi pengawasan oleh
pemerintah Bagaimana Ka. bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan
Organisasi kemasyarakatan Kesbangpol Kota Medan dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi masyarakat ?

2. Apakah Pengawasan Pendaftaran Organisasi Masyarakat
dijalankan secara khusus oleh tim verifikasi sesuai permendagri
nomor 56 tahun 2017 Pasal 13 (1) untuk meningkatkan
pelasksanaan pengawasan ormas dibentuk Tim Terpadu (merujuk
ke draft) ?

3. Apakah Tim Verifikasi selain melakukan Monitoring terhadap
ormas Tim verifikasi juga melakukan evaluasi terhadap laporan
Perkembangan ormas ?

4. Apakah Badan Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Pernah
melakukan Invetarisasi keberadaan Ormas , LESM,—dan—Partat

Politik ?
5. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Pernah
Memnfalitasi Organisasi

kepemudaan, kemasyarakatan,profestLSM,-danpartai-petitik ?

6. Apakah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan ormas untuk meningkatkan Kkinerja dan menjaga
keberlangsungan hidup ormas ?

7. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pernah
melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi
Kemasyarakatan, LSM.dan-Partai-Politik ?

8. Apa Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Kesbangpol
terhadap pelaksanaan fungsi organisasi masyarakat ?

9. Bagaimana tahap mobilisasi pendanaan untuk ormas di kota
medan ?

10. Selama menjabat di kepala badan kesbangpol apakah bapak
pernah mendengar langsung tentang dana monilisasi ormas yang
tidak tepat sasaran ?
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Bagaimana sistematis yang di lakukan Kesbangpol Terhadap ormas
tidak melanngar ketetntuan UU RI NO 17 tahun 2013 ?
Pedoman Wawancara

Ka. Sub Bidang Organisasi Kemasyrakatan (Drs. Riduan Efendi

Siregar)

1. Perihal Maraknya Ormas yang tidak menjalankan fungsi
sebagaimana mestinya serta pentingnya fungsi pengawasan oleh
pemerintah  Bagaimana Ka. Sub Bidang  Organisasi
kemasyarakatan Kesbangpol Kota Medan dalam pelaksanaan
pengawasan terhadap organisasi masyarakat ?

2. Apakah Pengawasan Pendaftaran Organisasi Masyarakat
dijalankan secara khusus oleh tim verifikasi sesuai permendagri
nomor 56 tahun 2017 Pasal 13 (1) untuk meningkatkan
pelasksanaan pengawasan ormas dibentuk Tim Terpadu (merujuk
ke draft) ?

3. Apakah Tim Verifikasi selain melakuakan Monitoring terhadap
ormas Tim verifikasi juga melakukan evaluasi terhadap laporan
Perkembangan ormas ?

4. Apakah Badan Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Pernah
melakukan Invetarisasi keberadaan Ormas , LSM,—dan—Partai

Politik ?
5. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Pernah
Memnfalitasi Organisasi

kepemudaan, kemasyarakatan,profest,LSM,-danpartai-politik ?

6. Apakah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga
keberlangsungan hidup ormas ?

7. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pernah
melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi
Kemasyarakatan, LSM.dan-Partai-Politik ?

8. Apa Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Kesbangpol
terhadap pelaksanaan fungsi organisasi masyarakat ?

9. Bagaimana tahap mobilisasi pendanaan untuk ormas di kota
medan ?

10. Selama menjabat di kepala badan kesbangpol apakah bapak
pernah mendengar langsung tentang dana monilisasi ormas yang
tidak tepat sasaran ?
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11. Bagaimana sistematis yang di lakukan Kesbangpol Terhadap
ormas tidak melanngar ketetntuan UU RI NO 17 tahun 2013 ?
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